BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti dan temuan data penelitian di lapangan,
peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi
Parkir dalam Mencapai Target Penerimaan Retribusi Parkir (Studi Kasus
Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta) yang peneliti amati pada Dinas
Perhubungan Kota Yogyakarta kinerja implementasi kebijakannya sudah baik.
Kinerja implementasi kebijakan dikatakan baik disebabkan oleh bebarapa penilaian
kinerja implementasi kebijakan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan
Van Meter dan Van Horn yang mempunyai enam (6) variabel dan dianalisis oleh
peneliti melalui wawancara, studi dokumen dan observasi.

Kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti berdasarkan 6 (enam) variabel
adalah sebagai berikut (1) standar dan tujuan dalam implementasi kebijakan ini
sudah berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang sudah ditetapkan, (2) sumber
daya — sumber daya kebijakan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota
Yogyakarta seperti sumber daya manusia sudah siap untuk melaksanakan
pelaksanaan kebijakan, (3) Komunikasi antar organisasi pelaksana maupun antar
pelaksana mempunyai komunikasi yang baik pada setiap antar pelaksananya karena
adanya diskusi yang dilakukan minimal sebulan sekali, (4) Karakteristik yang
dimiliki oleh badan pelaksana mempunyai karakteristik yang baik dalam
menjalankan implementasi kebijakan, para staf yang ada berpedoman teguh dengan

peraturan yang berlaku untuk menjalankan keberhasilan kebijakan, (5) Kondisi
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lingkungan sosial, ekonomi dan politik masih tidak kondusif dikarenakan masih
adanya hambatan yang terjadi di lapangan seperti adanya pelanggaran tarif retribusi
parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kemudian terdapat juru
parkir yang illegal. Sedangkan elite politik mendukung adanya kebijakan ini dengan
cara mengesahkan APBD yang disusun untuk pelaksanaan kebijakan ini, (6) Sikap
para pelaksana mempunyai sikap yang baik dalam menjalankan tugas dengan baik
dalam menerapkan kebijakan ini.

Sehingga disimpulkan dalam penyelenggaraan kebijakan retribusi parkir di
Kota Yogyakarta sudah baik dan berpengaruh positif dalam target pencapaian
retribusi parkir walaupun masih terdapat masalah sosial yang masih banyak oknum
tidak betanggung jawab tetapi salah satu hal yang penting adalah tercapainya tujuan

dan tercapainya target penerimaan retribusi parkir.

6.2 Saran
Dengan apa yang sudah ditemukan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja
implementasi kebijakan publik dalam kebijakan penyelenggaraan kebijakan
retribusi parkir yang sudah baik dalam pelaksanaannya, masih perlu adanya
beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencapai pelaksanaan yang jauh lebih
baik dan sempurna. Maka dari itu peneliti mencoba untuk memberikan beberapa
saran untuk mengatasi berbagai upaya untuk Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
dalam melaksanakan kebijakan dengan lebih baik lagi :
1. Menyaranakan kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dapat

membuat konten yang menarik dan informatif dalam platform yang
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digunakan pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta agar pembaca dapat
terus tertarik untuk mengunjungi media sosial yang dibentuk oleh Dinas
Perhubungan Kota Yogyakarta yang tujuannya menjadi salah satu bentuk
sosialisasi kepada masyarakat dalam mengedukasi masyarakat.
Memperluas dan memperbanyak sosialisasi yang sudah dilakukan agar
semua agen pelaksana teredukasi dengan baik dan membuat pelaksanaan
kebijakan juga menjadi pengaruh positif.

Meningkatkan sistem kegiatan pelaksanaan kebijakan agar menjadi lebih
sempurna dalam pelaksanaannya seperti sitem pemungutan, sistem
pengawasan yang lebih ketat, sistem pembinaan yang lebih baik.

. Saran dalam upaya yang dapat dilakukan berikutnya oleh pemerintah dalam
hal memberantas oknum yang tidak bertanggung jawab adalah dengan
mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik yang berkaitan payung hukum

dalam sanksi yang melanggar pelaksanaan kebijakan.
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